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PENDAHULUAN

Stabilitas ekonomi dan keuangan me:upakan salah satu persya:atan
penting dalam membangun dan menggerakkan roda perekonomian, Sejak tahun
1999 beberapa indilgtor ekonorm mikro telah menunjuklen perbaikan sepert
tercermin dari tingkat inflasi dan sule bunga yang menurun, serta ditunjang
dengan perturmbuban ekonomi positif Namun beberapa indikator lain, seperti nilai
tukar mata uang dan indeks harga saham masih menunjukkan fluktiasi yang
cukup tsjam, yang antara lain dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan
keamanan yang belum sepenuhnya pulih.

Polok permasalaban yang dihadapi dalam sektor keuangan ini adalah
sistem perbankan yang belum kukuh, ketergantungan yang tinggi pada sumber
pembiayaan perbankan, serta belum merasmsiya alakasi kredit, baik antar pelakn
usaba maupun amar daerah Guna mengatasi permasalahan #ersebut, kebijakan
yang ditempuh adalah emengurangi ketergantungan pada pembiayaan dan sektor
perbankan serta memingkatkan kesehatan lembaga keuangan, ekses permodalan
pada uzaha kecil dan menengah, dan pembiayaan kegiatan ekonomi di daerah.

Dalam memberikan peldyanana terhadap lopsumen, pcroduseo
mempergunakan perjanjian bako (perjanjian standar), khusussya untuk melayani
konsumen dalam jumlah yang banyak mengenai barang dan‘atau jasa sejenis.
Sebageimana diketshui bahwa muncultya hukum perjanjian dalam lalu lintas

bukum, dilandasi oleh lsebutchan akzn pelayanan efektif dan efisien terhadap
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kegiasan yang beryifat transaleonal,

Oalam Pasal 1313 KUHPerdata disedanksn bahwa:

"Perfamjian adalah swam perbuatan dengan mana satu orang atau lebif

mengikatkan dhinyo lerkodap satu orang atau lebih”.
Selanjutnya datam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu
perianjian, diperfukan 4 syarat yaitu adanya sepakat meneka yang mengikatkan
dinmya, kecahgpan untuk membuat penkatan, hal tertentu dan suetm sebab yang
halal. Dengan @eamenvhi posyaratas i, masyarale dapat membuat perjanjian
apa saja, Pasal 1320 KUHP adzata disebut sebagai ketenhman yang menganir asas
kansesuabame, yaitu pajanjian adalah sah apabila ada kats sepakat mengenaibal
bal yang pokok dari perjanjian. Hal ini berkaitan dengan asas kebebasan
berkontrak dalam membuat semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, yang disimpulkan darn
Pasa) 1338 ayat (1) KUHPerdaw, schingga perjanjian harus dibuat dengan
memembi ketentvan Undang-Undang, maka pajanjian orsedut mengikat para
pibak yang kemudian @erimbulkap hak dan kewsjiban di ansara pihak-pibak

sehy

Berdasarkan Pasal 1333 ayat (3) KUHPerdam, salah satu syasat yang bharus
dipenvhi dalam menesaphen asas kebebasan berkontrak, adalab itikad baik dari
pihak yang membuat petjanjian. Itikad baik dalam tehap pelaksanaan perjanjian
adalah kepatutsn, yaitu suatu penilaian baik tahadap tin@ak tanduk suatu pibak

dalam melaksanakan aps yang akan diperjanjikan' Dengan demikian ases itied

! Subekai, 4spek-Lspek Hukiam Perfkosan Nasional, Atarmi, Bandung, 1976, Nm, 26.
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